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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan turun lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan 

mendapatkan data lalu dilakukannya penyajian data pada hasil, juga analisis 

pada pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Menghasilkan jawaban dari 

rumusan masalah tentang bagaimana terjadinya politik kekerabtaan dalam 

Pemilihan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Daerah 

Kabupaten Lombok Timur, maka ditarik kesimpulan bahwa pada Pemilihan 

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur adalah sebuah 

politik kekerabatan dengan dilihat dari beberapa aspek. 

1. Politik kekerabatan dalam pemilihan Partai Keadilan Sejahtera Dewan 

Pengurus Daerah Kabupaten Lombok Timurtidak didasari dengan adanya 

suatu imbalan yang diberikan kepada kader karena dimana dalam 

pengusulan menjadi pengurus partai imbalan itu tidaklah berbentuk uang 

ataupun jabatan melainkan dalam bentuk suatu program.  

2. Penghargaan dan kepatuhan juga tidak terlepas dari proses pemilihan 

pengurus partai, dimana bahwa dalam pemilihan pengurus partai, partai 

dapat memberikan suatu penghargaan dalam bentuk suatu pengusulan 

sebagaipengurus partai. Kepatuhan seorang anggota maupun kader selama 

bergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera dapat menjadikan suatu alasan 

untuk pengusulan sebagai pengurus partai. 
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3. Dalam pemilihan pengurus partai ketidak seimbangan status menjadi salah 

satu indikator yang mendasari terjadinya politik kekerabatan dalam 

pemilihan pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur. 

Dimana bahwa pimpinan tidak hanya melihat dari segi kemampuan dan 

pengalaman anggota melainkan juga dari segi status sosial ekonomi para 

anggota, dan lebih memberikan kesempatan kepada anggota keluarga 

untuk menjadi pengurus partai. 

4. Sedangkan dalam pemilihan pengurus partai tidak terjadi adanya utang 

budi politik dalam pengangkatan pengurus karna menurut sebagian 

anggota partai menegaskan bahwa pada dasarnya Partai Keadilan Sejahtera 

sudah mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader. Tetapi Partai 

Keadilan Sejahter justru lebih kepada partai kombinasi antara partai kader 

dengan partai massa.  

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur perlu 

mengoptimalkan kembali kaderisasi agar dalam pemilihan pengurus dapat 

mengusulkan para kader yang sesuai dengan kemampuan dan syarat yang 

sudah ditetapkan dalam AD/ ART Partai Keadilan Sejahtera. 

2. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur perlu memberikan 

peluang ataupun kesempatan kepada para anggota maupun kader sebagai 

pengurus partai.  
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3. Sebaiknya Partai Keadilan Sejahtera dalam memilih pengurus partai tidak 

berdasarkan kekerabatan. Dalampenentuan pengurus juga, baiknya partai 

menghindari pengusulan yang berasal dari keluarga ataupun yang ada 

ikatan perkawinan, karna pada dasarnya semua anggota berhak menjadi 

pengurus partai, jadi sebaiknya memberikan kesempatan kepada anggota 

lainnya.  

4. Perlunya profesionalitas dalam kader untuk mengusulkan para anggota 

sebagai pengurus partai yang sesuai pada tempatnya.  
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Gambar 1. Tampak depan kantor DPD PKS Kab. Lotim  
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Gambar 2. Wawancara dengan pengurus DPD PKS Kab. Lotim  
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